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: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya 

sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan 

Luar Negeri dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010, Logistik Pemilu yang digunakan 

dalam pemilu tahun 2008 dan tahun 2009 tidak dapat digunakan lagi untuk 

Pemilu berikutnya dikategorikan barang bekas dan dipandang perlu diadakan 

penghapusan logistik pemilu; 

bahwa untuk pelaksanaan penghapusan logistik pemilu sebagaimana dimaksud, 

perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, tentang 

Pembentukan Panitia Penghapusan Logistik Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kota Cirebon serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. 

 

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah : 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 31 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 

2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan 

Lelang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

04 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan 

Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan 

Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. 

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 19/Kpts/Set.KPU.KC/ 

011329166/VI/2010 diatur tentang : 

Memutuskan Pembentukan Panitia Penghapusan Logistik Pemilu DPR, DPD, 
DPRD Provinsi dan DPRD Kota Cirebon serta Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden 2009 

  

CATATAN 
 

: -  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juni 2010. 
-  Lampiran 1 halaman 

 
 


